
Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BI'PATI JEI{EP1OI{TO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAIT DAERAII KAST'PATEIT JEITEPOITTO
NOMOR E TAIIUN zOL?

TEI{TAJTG

PEI'IYELENGARAAIT PERTINDUNGAN AITAI(

DEITGAN RAIIMAT TT'HAII YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

bahwa setiap Anak adalah tunas, potensi dan generasi
penerus perjuangan Bangsa diharapkan kelak mampu
memikul tanggungiawab tersebut, maka perlu mendapat
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial
dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya
perlindungan serta untuk mewujudkan Kesejahteraan Anak
dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya
serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang dalanr: dirinya melekat harkat dan martabat
sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi
penerus cita-cita perjuangan Bangsa sehingga perlu mendapat
perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
bahwa masih banyak Anak yan:,g perlu mendapat
perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan,
perlakuan salah, eksploitas, dan penelantaran Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2AA2 tentang Perlindungan Anak,
yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan
mendukung Kebijakan Nasional dalam Penyelenggaraan
Perlindungan Anak di Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Pasal 1,8 ayat t6) Undang'Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sula
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 74 Taryfbahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor rcZZl; t '

C.

d.

e.
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5.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 7974 Nomor 1);

4. Undang*Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Republik Indonesian Negara Nomor 3143);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun L999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahaa l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2AO2

tentang Pengesahan Convention Nomor 182 Concerning The
Prohibitition And Immediate Action For The Elimination Of The
Worth Form Of Child Labours {Konvensi Nomor 182 Mengenai
Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-
Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara
Republik Indonesian Tahun 2OA2 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAZ Nomor 3O,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 39a1);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2AO4

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 95,
Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor aaDl;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a635);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2OO7

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a72Ol;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2AA9
tentang Kesejahteraan Sosial (l,embararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2AAg Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a9671;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 2OA9 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O11
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun zOLl Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523$;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 20 1 1

tentang Bantuan Hukum {Lembaran Negara Tahun 20ll

6.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

Nomor 104, Tqmbahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor SZ+S); I



16.

14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011

tentang Pengesahan convention on The Rights of persons

With Disabilities {Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang

Disabilitas) {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

ZOLL Nomor la7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5251);

15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahurl 2Al4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan

kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2Ol4
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 292, Tambahan
kmbaran Negara Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Taltun 20 14

tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a593);

2Q. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 4 Tahun
2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasarna Pemulihan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4604|;

21. Perattrran Pernerintah Reptrblik Irrdonesia Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan
Kepada Saksi dan Korban {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Nomor a86O);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2OL2 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tqmbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Seet); f

L7.
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^4zo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2Ol2 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

(tembaran Negara Tahun 2072 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529a1;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun

2At3 tentang Sistem Perlindungan Anak.
24.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII"AN RAI{YAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAI'T :

MenetAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB 1
KETEITTUAIS TIMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang rnenjadi kewenangan Daerah Otonom;

3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
5. Perlinriungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kema.nusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi;

6. Anak adalah seseorang yar:g belum bemsia 18 {delapan belas} Tahun,
termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

7. Korban adalah Anak yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman
kekerasan;

8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan baik secara Iisik, seksual, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancarnan untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara
melawan hukum;
Keseja-hteraarl Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial Warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri sehingga dapat melaksAnakan fungsi sosialnya.
Masyarakat adalah Perseorangan, Keluarga ](elompok, dan Organisai
Sosial dan/atau Organisasi Kemasyarakatan; {

I
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10.



11.

12.

pusat Pelayanan Terpadu Perlind^ungan Perempuan dan Anak yang

selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga koordinatif yang bentuk

Pemerintah Daerah yang menyelen pelayanan terpadu saksi

dan/artau korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai Sistern Pembangunan

berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya

Pemepitrtah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan

untuk rnenjamin terpenuhinya Hak Anak;

Gugus Tlrgas adalah Lembaga koordinatif bentukan Pemerintahan Daerah

yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan

Anak di KabuPaten JenePonto.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Da*ar Negara Republik Indonesa Tahun 1945 serta Prinsip Dasar
Konvensi Hak Anak meliputi :

a. nondiskrflminasi;
b. kepentingan yang terhaik bagi Anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;dan
d. pengha.rgaan terhadap pend,apat Anak.

BAB III
RUAITG LII{GKI'P

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya
Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapat, diskriminasi ekspoilitasi, penelantaran, yang dilakukan secara
sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan demi terwqiudnya Anak yang
berkuaJitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB TV

PEilGELOI,I\AII DATA DAIT IITFOR}IASI
Pasal 4

(1). Pemeri.ntah Daerah melalui SKPD yang membidangr Anak wqiib men5rusun
data dan informasi mengenai perlindungan Anak.

(2). Data dan informasi sebagaimarra dimaksud pada ayat {1} meliputi:
a. perrn$nuhan hak Anak;
b. analk beresiko atau rentan;
c. analk yang menjadi korban kekerasan tisik/atau seksual serta korban

kejahatan lainya;dan I
d. anak yang memerlukan perlindungan khusus. t

13.



(3).Dalampengelolaandata,daninformasimengenaiPerlindunganAnak
sebagaimuo* ai*'ttsud pada ayat{2\' yajib : '

a. men)rusun sistem data dan informasi;
b. membuat data terPilah;
c.melakur."'r.*i"*t"rhadapperkembanganpefinasalahanAnak;dan
d. melakukan f.rUtiL**i data dan informasi secara berkala yang dapat

diakses Publik.
(4). Sebagai bahan kelengkapan data d'an informasi sebagaimana dimaksud

pad.aayat(3}SKPDyang*"*bidu',giPerlindungan'Anakdandarilnstansi
yarrg terkait.

Pasal 5

(1). Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi bahan

penJrusunan kebijakan, program, anggafan, monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan perlindungan Anak'

{2). per.umusan kebijakan, piogra*, anggaran, monitoring, dan evaluasi

sebagaimana dim"aksud pada-ayat (U dilaksAnakan dengan mekanisme ;

a. membuat pemetaan, rencana jangka Panjang, menengah dan pendek;

b. membuat kesepakatan periodisasi rapat keq'a bulanan, tahunan;
c. mermbuat kesipakatan pengumpulan, pemetaan dan penyajian data

antar SKPD;
d. menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran; dan
e. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

(1). SKPD yang membidangi Anak wajib menlrusun perumu.san kebijakan
layanan mengenai perlindungan Anak.

(2). Perurmusan kebijakan layanan mengenai perlindungan Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksAnakan dengan mekanisme:
a. menxbuat kesepakatan laporan kasus yang terkait dengan Anak,

term,asuk Anak yang menjadi korban dan Anak yang menjadi pelaku;
b. membuat kesepakatan mekanisme laporan dan rujukan antara SKPD

yang membidangi perlindungan Anak dengan instansi terkait antar SKPD
terkait danl atau antar SKPD yang membidangi perlindungan Anak
dengan pusat layanan terpadu perlindungan perempuan dan Anak; dan

c. menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan data dan informasi
pembuatan kebijakan serta mekanisme pelaporan dan rujukan sebagaimna
dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, ayat 2 huruf b, diatur dalam
Peratrran tsupati.

BAB V
KES&'A}ITERAAIT SOSIAL

Pasal 8

(1) Pemenuhan kesejahteraan social Anak bertujuan untuk pencegahan,
pengurangan resiko kerentahan dan penanganan korban.

(2) Pengkoordinasian penyelenggaran layanan pemenuhan kesejahteraan
social Anak sebagaimana {imaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang
membidangi masalah sosial.f



Pasal 9

(l) pemenuhan kesejahteraarl sosial Anak untuk pencegahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, meliPuti :

a. penimgkatan peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak yang
-berkebutuhan khusus, Anak penyandang disabilitas dan Anak rentan
lainya;

b. penlngkatan kesadaran masyarakat termasuk Anak Anak terhadap
perlindungan dan partisipasi Anak;

c. peningkutin kapasitas masyarakat, keluarga, termasuk Anak-Anak dan

ie*Uag" kesej ahteraan sosial, mengenai perlindungan Anak;
d. peninfkatan icapasitas layanan perlindungan terhadap Anak;
e. jamfran kelangiungan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar

12 (dua belas) Tahun; dan
f. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar'

(2) pemenuhan keseiatrteraan sosial Anak untuk pengurangan resiko
kerentacran, meliPuti :

a. identifikasi dan I atau deteksi dini terhadap Anak rentan;
b. mediasi dan konseling bagi Anak rentan;
c. layanan dan fasilitas dukungan bagt Anak yang membutuhF*

Pengasuhan alternatif. t

(3) pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan Anak untuk penanganan
korban meliputi:
a. Pernenuhan hak perempuan dan Anak yang menjadi korban;
b. Layanan rujukan;
c. Relhabilitas;
d. Reirntegrasi; dan
e. Hebalitas.
Penanganan korban Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak
mendapat perlindungan dari pemberian media massa lokal baik elektronik
malrpun cetak untuk menjamin masa depan Anak.
Ketenturan mengenai tata cara pemenuhan kesejahteraan sosial Anak
untuk pencegahan, dimaksud pada ayat (1) dan (2) ayat (3) di atur lebih
lanjut dengan Peraturan BuPati.

BAB VI
PUSAT PtrLAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasa1 10

Pemerintah Daerah berkewqjiban memfasilitasi terbentuknya Gugus tugas
P2TP2A.

Pasal 11

Gugus T\rgas P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
beranggotakan SKPD dan Intansi Vertikal serta Lembaga, dan Lembaga
Non Femerintah, Perguruan Tinggr, Sektor Usaha, dan Lembaga Berbasis
Agama mauplln Masyarakat yang bekerja untuk Perlindungan Anak yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Masa Kerja T\rgas P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2
(dua) tahun.
T\rgas Gugus Ttrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a" mengkoordinasikan berbagai upaya Perlindungan Anak;
b.meru.muskan kebijakan dan program keSia serta pendanaan;
c.mengelolaan pusat data dan informasi; f

(4)

(5)

(1)

(2)

{3}



t4)

(5)

d.melaksAnakan monitoring darr evaluasi;
e. menlrusun laporan berkala;dan
f. mem.fasilitasi penyelenggaraaR perlindungan perempuan dan Anak.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus
T\rgas PZTPZA.
Standar Operasional Prosedur sebagairnana dirnaksud pada ayat t4)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PE]RI'BAIIAIY PERITIU(U SOSIIAT YAITG BERPIHAI( PAI'A AT{AK

Pasal 12

(1) Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tqiuan untuk mengubah cara
berpi r, bersikap dan bertindak sesuai dengan pola pengasuhan dan
pendidikan yang melindungi Anak.

(2) Perubahan perilaku dimaksud untuk mengubah kebijakan, prograrn dan
alokasi anggaran beserta rencana aksinya untuk mengubah perilaku sosial
individr*, kelompok, I-ernbaga Pemerintah dan Non Pemerintah untrrk
melaksanakn Perlind.ungan Anak.

(3) SKPD yang berwenang melaksanakan perubahan perilaku sebagaimana
diatur pada ayat (1) dan ayat {2} adalah SKPD yang membidangi sosial,
agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan,
ketenagakerjaan, informasi dan komunikasi serta Perlindungan Anak di
bawah koordinasi SKPD yang membidangi Perlindungan Anak.

{a) Wujuci perubahan perilaku yang dapat dilakukan untuk melaksanakan
perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya;

b- menaegah terjadinya perkawinan pada usia Anak-Anak;
c. mengasuh, memelihara , mendidik dan melindungt Anak;
d. rnencegah tawuran antar pelajar;
e. menyediakan gurLr agama di sekolah sesuai agama Anak;
f. mernberi kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi

Analc;
g. menanamkan akhlak luhur dan rasa hormat terhadap orang trra;
h. menanamkan identitas budaya, bahasa lokal, mencintai lingkungan

hidup;
i. memberikan perlindunga:: khusus kepada Anak dalam situasi darurat,

Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi, Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atarr seksual,
Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalagunaan
narflrotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya (napzal, Anak
korban penculikan, penjualan dan perdagangan, Anak korban kekerasan
baik lisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak
korlran perlakuan salah dan penelanta.ra:e, Anak korban penularan
HfV/AIDS dan Araak korban kon{lik sosial.

(5) Ketenfi-ran lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perubahan
perilaku sebagaimana di maksud p!]da ayat {11, ayat (2}, ayat (3}, dan ayat
(4) di atur dalam Peraturan Bupati. {



BAB VIII
TASILITAS SISTEM PERAI}ILIII AfiAK

Pasal 13

(1) Fasilita,s sistem peradilan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d meliputi Peradilan Pidana dan Perdata.

(2) Fasilitas sistem pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penyediaan pendamping atau relawan Anak pada saat pemeriksaan oleh
penyidik;

b. pernhenanlayanan bantuan hukum dan psikolog;
c. melibatkan Anggota/Penyidik Kepolisian setempat dalam upaya

pen,cegahan terjadinya tindak pidana yang di lakukan oleh Anak rnaupun
Anak sebagai korban;

d. mewgjudkan proses keadilan restorative dan diversi bagi Anak yang
berhadapan dengan hukum; dan

e. pelayanan rehabilitas dan reintegrasi sosial.
(3) PemenLlhan Anak pada Sistem Peradilan Perdata sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan
bantuan hukum selama proses pengadilan.

(4) SKPD yang berwenang dalam memfasilitasi Sistem Peradilan Anak adalah
SKPD yang membidangi Perlindul2gan Anak.

BAB UT
I(EBIJAI{AH PENGEMBAITGAN KOTA LAYAK ANAI(

Bagiaa Kesatu
Tujuan
Pasal 14

Pengembangan Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif
Pemerintaih Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak Anak
ke dalam kebijakan, progr€un dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak
Anak.

Bagiar" Kedua
Prinsip
Pasal 15

{1) Kebijakan pengembangan Kota l,ayak Anak dilaksanakan berdasarkan
prinsip, yang meliputi :

a. Tata Pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis
kekrrnin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi,
kondisi fisik, maupun psikipis Anak, atau faktor lainya;

c. Kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik
bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan,
prografir., dan kegiatan;

d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu
menjamin hak Anak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan
Anak maksimal mungkin; dan

e. Penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan
menaastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk
menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk
mengekspresikan pandangannyl secara bebas terhadap segala sesr:atr.l
hal yang mempengaruhi dirinya.f



(2}KebijakanpengembanganKotaLayakAnakdiarahkanpadapemenuhan
hak Anak, meliPuti
a. hak siPil dan kebebasan;
b. lingkunguoGf.,t"han dan pengasuhan alteraative;

c. kesehatan dasar dan Kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanpaatan waktu lrrang dan kegiatan budaya ; daJI

e. perlindungan khusus'
(3) Kebijakan p3rrg.*f"t'gan .Kota Layak A"4 secara detail akan tercatum

datam n"rr"*rr* Aksi Dlerah Kota Layak Anak Kabupaten Jeneponto'

(a) Dalam r.rrgk^-"f"mmt"* p"frf.**""tt tt"Uisakan fota Layak Anak' Bupati
' ' *"*bentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak;

{5) penerapan iil Cigus iog** Kota Layak Anak ditetapkan dengan

Keputusan BuPati.

(1)

(2\

BAB X
PEMEITUI{AN SARANA PRASARAT{A

Pasal 1"6

Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan safana

dan prasarana aalam perlindungan, antara- lain menyediakan tempat

*"ry-u..i Anak, tempat bermain, iempat berekreasi dan berkreasi, rumah
perli"ndungan, serta hembentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak.
Sarana dan prasarana sebagairnana dimakeud pada ayat (U harus
memenuhi kriteria sebagai berikut ;

a. meqiamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;
b. memotivasi kreatifitas Anak; dan
c. mengandung unsur pendidikan.
Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat {21

untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal {SPM).
Penyediaan sarana dan prasarafla oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan
secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3)

(4)

Pasal 17

{1} Rumah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1}

adatah rumah milik warga yang dig,unakan sementara untuk memberikan
perlindungan terhadap Anak korban kekerasan.

{2t

(3)

(41

(5)

Penunjukan rumah perlindungan sebagaimana dimaksud pada
dilaksAnakan melalui koordinasi SKPD yang membidangi Anak
(P2TP2A) kepolisian , kelurahan dan RT/RW.
Rumah perlindungan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)
dengan

ayat (2)

ditetapkan oleh Bupati.
Kepada pemilik/pengelola rumah perlindungan yang diitunjuk
sebagairreana dimaksud pada ayat (3) diberikan penghargaan oleh
Pemerintah Daerah.
Ketenhran lebih lar{ut mengenai
sebagaimana dimaksud pada ayat
Buoati..l'l

rumah perlindungan dan penghargaan
(1) dan ayat (a) di atur dalam Peraturan



BAB XI
KOORDIITASI DAIE I(ER.IASAMA

Pasal 18

{1} Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah
melakukan koordinasi dan kerjasama dengan mitra yaitu : Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Hukum
dan/atau l,embaga Non Pemerintah yang
Perempuan dan Anak.

menyelengarakan Perlindungan

{2} KerJas&ma dengan rnitra sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dituangkan
dalam perjanjian .

(3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
limpahkan kepada Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak.

(a) Kedasi*a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

perryelenggaraan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan
penarlganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan
salah terhadap Anak.

(5) Pelaksanaan kerjasama sebagairnana dimaksud pada ayat
dengae ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(1) sesuai

{6} Hasil koordinasi dan kerjasama sebaga.imana dimaksud pada ayat {1}, ayat

{2}, dan ayat (3} di laporkan kepada Bupati.

BAB XII
PERAT{ STRTA MASYARAI(AT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

{1} Masyarakat berperan serta rnelaksanakan upaya pencegahan, pengurangan
resiko, serta penanganan Anak korban kekerasan, eksploitasi, penelentaran
dan penXakuan salah terhadap Anak.

(2) Bentun+ peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (U
meliputi :

a. memherikan informasi danlatau melaporkan setiap terjadinya resiko
kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;

b. memberikan perlindungan bagi korban;
c. memberikan pertolongal darurat;
d. mendampingr korban;
e. menyediakan keluarga asuh dan rumah yang berfungsi sebagai rumah

perlindungan; dan
f. membantu proses pemulangan, rehabilitas sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 2O

Biaya ya&g timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belnilia Daerah (APBD), sumbangan masyarakat
dan sumber dana lain yang **. f



BAB IfitI
PE}IBIITAA* DAT{ PEI{GAIITASAil

Pasal 21

pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak'

Pasal22

(1) Pembiuaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L meliputi :

a. penyerbarluasan Standar Pelayanan Minimat serta pemenuhan dalam
penyelenggaraan perlindungan Anak;

b. ienyelenggaraara bimbiagan teknis dan pelatihan; dan
c. Penyediaan fasilitas untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
d. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat tU dilakukan untuk

mewujudkan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan standar
pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh SKPD yang terkait serta
Lembaga-Lembaga yang melaksanakn layanan pemenuhan dan
perlindungan Anak.

{2} Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan untuk
mewr4judkan Penyelengaraan Perlindungan Anak sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal yang dlaksanakan oleh SKPD yang terkait serta
Lembaga-Lembaga yang melaksanakan layanan pemenuhan dan
Perlindrrngan Arrak.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap setiap orang dan/atau
lembaga yang melaksanakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 24

(1).Pengavrasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Anak;
dan

b. mecerima laporan dan evaluasi secara periodik dari Penyelenggara
Perlindungan Anak.

(2).Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
secara transparan dan akuntabel.

BAB XII
SAITI{SI AI}MIITISTRATIF

Pasal 25

{1} Berdasarkan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta
evaluasi laporan periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {ll
ditemukan pelanggaran atas standar pemenuhan dalam Peayelenggaraan
Perlindungan Anak, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa :

a. Per:ingatan lisan dan latau tertulis bagi SKPD dan Tim Gugus T\rgas;
dan

b. Penghentian kerjasama bagi para mitra.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi

Rdministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarur dengan
Peraturan Bupati. {

I



BAB XTII
KBTEIITUAI{ PEITUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.
Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintakan pengundangan
Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah

Peraturan
Kabupaten

ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal z4 DB,a^sEe" 2-bt7
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